
BUPATI PRINGSEWU 
PROVINSI LAMPUNG 

P~RATURAN BUPATI PRINGSEWU 

NOMOR 29 TAHUN 2018 

TENTANO 

I SALINAN I 

STANDAR PELAYA.NAN TERPADU KECAMATAN BAGI USAHA 

MIKRO KECIL DI WlLAYAH KABUFATEN PRINGSEWU 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PRINGSEWU, 

a. bahwa. dalam rangka penyelenggaraan pelayanan 

terpadu di Kabupaten f:nngsewu 1 d.iperlukan adanya 

?- standar pelayanan t~r~du ~ 

bT bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimal<sud dalam huruf a, perlu mcnetapka.n 

Peraturan Bupa.t:i tentang Standar PelRyA.nan 

TerpHrlu Kecamatan ba.gi Usah.a Mikro K.ecil di 

Wilayah Kabupaten Pringsewu; 

l. Undang-Undarig Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Pen~lcnggara Ncgarn Y ans Ber9ih dan Beh:-1!ii dari 

Korup~i, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pring~wu di Provinsi 

Lampung {Lcmba.ran Negara Republik lndnnesia 

Ttthun 2008 Nomor 1859 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 

3. Undo.ng-Undang Nornor ?.5 Tahun 2009 ten tang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038}; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan .Peru.ndang-undangan 

(Lembaran Nt:g.:i .. ra. Republik Indonesja Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan IP.Tnbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234]; 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.,1,ug 
Pemerintahan Dael·al1 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia '.llomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Le111b1U·an Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, 1'J:1mbahan Lembaran Ne_gara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tohun ::l014 tentang 
Administrasi PemP.rints.han (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor t,601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 
ten.tang Kecamatan (Lembaran :Kegara Nepubli.k 
Indonesia Tahun 2008 Nomur 40); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2S 
Tahun 2009 ten.tang Pelayanai1 Publik (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 215. 
Tamhllhan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5357); 

9. PC1'aturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 t.entang 
PP.Tizinan untuk Usaha Mikro Kecil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); 

10. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 4 Tuhun 
?.OlO tentang Pedoman Pela_yanan Administrasi 
Terpadu K.ecamatan; 

11 . Peraturan Mcntcri Pendayagunaan Aparatur Neg::ira 
dRn Refonnasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentarlg Pedoman Stander Pelayanan (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah 
(Serita Negara Republik Indone,si<i Tahun 2015 
Nomor 2036); 

13. Peraturan Da.erah Kabupaten Pringsewu Nornor 16 
Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Su&unan 
Perangkat Daerah KabupatP.n Pringsewu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 
16); 

14. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan. Bupati 
Kepada Carnal (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2012 Nurnor 10); 



Meneta.pkan 

15. Peraturan Mupati Pringsewu NOTTior 46 Tahun 2016 
tentang Kcdudukan, Su.sunan Organisasi, Tugas 
Pokok, Fnngsi dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan (Serita Daerah Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2016 Nomor 46); 

MEMUTUSKAN: 

1-'t:l</\TU.KAN BUPATI TENT/\NG STANDAR PELAYANAN 
TERPADU KECAMATAN BAGI USAHA MIKRO KECIL Dl 
WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupa.ten Pringsewu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Dupati dan Wa.kil Bupati 
bes~rta perangl<at daemh ~hagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Pring&e~1.l. 

4. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten 
Pri11gsewu. 

5. Camat adalah Camat di Kabupat.en Pringsewu. 

6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yan_g 
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
pe1a.yanan dan a.cuan penilaian kualitas pelayanan 
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 
masyarakAt dalam rangka pelyanan yang 
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 

7. Usaha milao o.dalah usaha. produktif milik 
perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yan~ 
memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undans Nomor 20 Tahun 2008 
Le11Lt1..ug Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

8. Ijin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat IUM 
adalah tanda legalitas yang diberikan kepada 
seseomng a.tau pelaku usaha/kegiatan tertentu 
dalam bentuk izin usaha mikro dalam bentuk satu 
\embar. 



BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

Maksud Standar Pelayanan Terpadu ini adalah guna 
terwujudnya penydenggaraan administrasi di 
kecsnts.tan secara prima sesuai dengan peraturan 
perundang-und.angan. 

Pasal3 

Tujuan Standar Pelayanan Terpadu adalah untuk 
memberikan kepastian pe1ayanan, meningkatkan 
kualitas kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan sel.aras dcngan kcmarnpuen 
penyelenggaraan ~hingga m1mrl.11(1Slt.klln kepercayaan 
masyarakat di Kecamatan. 

BAB Ill 
KRITERIA 

Pasal 4 

Krile1"U1 USH!ut. Mikro a.dalah usaha produktif milik 
perorangan dan/atau badan usaha peronmgan dengan 
laiteria sebagai herikut: 
a. merniliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan rempat usaha; 

b. Lenlig<i ke1ja paling banyak 5 (lima) orang; 

c. manajemen pengelolaan usahanya <lilakukan sccara 
sederhana. 

BAB IV 
RUANO LINGI<UP 

Pasal5 

(I) Ruang lingkup pelayanan terpadu meliputi: 
a. pelayanan penerbitan perizinan; dan 
b. pelayanan penerbitan rekomendasi. 

(2) Jenis pelayanan penerbitan perizinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 11) huruf a terdiri atas usaha: 
a. warung makan (bukan ootering dan bukan 

rulllllh makan); 
h. warung kopi; 
c. warung kelontong (bahan kebutuhan sehari-hari) 

di luaT minimarket; 



d. bengkel sepeda; 
e. bengkel sepeda motor; 
f. jasa bengkel las; 
g. ja5a futu copy; 
h. jasa penjahit pakaian; 
i. jasa rias; 
j. jaAA pangkas rambut; 
k. jasa service elekt.ronik dan komputer; 
I. jasa tambal ban; 
m. jasa pengiriman barang; 
n. jasa laundry; 
o. wamet dan game station; dan 
p. usaha lainnya dengan klasifikasi skala mikro. 

(3) Jenis penerbitan rekomendasi, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: 
a. rekomendasi pennohonan industri makanan 

dan minuman; 
b. rekomendasi permohonan usaha depot isi ulang 

airminum; 
c. rekomendasi permohonan 1MB; 
d. rekomendasi permohonan izin keramaian; 
e. rekomendasi pengantar Surat Keterangan 

Catatan Kepolisian (SKCKJ; 

f. rekomenda~ pengajuan pindah keluar 
kAbupaten; 

g. rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu; 
h. rekomendasi nikah; 
i. rekomendasi keterangan domisili; 
J. rekomendasi alih fungsi 1alum pertanian; dan 
k. rekomendasi surat pindah antar kecamatan 

dalam kabupaten. 

BABV 
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN 

Pasal6 

( l J Komponen Standar Pelayanan Terpadu terdiri atas: 
a.. dasar hukum, yaitu peNituran pP.nmdHng

undangan yang menjadkan pedoman atau dasar 
penyelenggaraan pelayanan; 

b. persyaratan, yaitu syarat (dokumen atau barang, 
hal Iain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan 
suatu jenis pelayanan, bmk pcrsyaratan telcnis 
maupun persyaratan administrasi; 



c. sistem, mekanisrne, dan prosedur, yaitu tata 
cam pelayanan yang dibakukan bagi pemberi 
dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, 
yang mengandung tahapan kegiatan yang harus 
dilakukan atau dilalui dalam system dan proses 
penyelenggaraan pelayanan dengan 
mengguni:lkan k.ei:trif.u:1 kebudayaa.n lokal; 

d. jangka waktu pelayanan, yaitu jangka waktu 
yang diperluken untuk menyeleooiknn eeluruh 
proses penyelenggaraan pelayanan; 

l'. biaya/truif, yaitu ongkos yang ,HkP.nak-'ln kP.pada 
penerima layanan dalam mengurus dan/ atau 
memperoleh pelayanan dari penyelenggara; 

f. produk pe]ayanan, yaitu basil pelayanan yang 
diberikan dan diterima eesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan; dan 

g. penanganan pengaduan, :;.uan cl.an masukan, 
yaitu tata can pelaksanaan Pf!Dstng~mAn 
pengaduan dan tidak lanjut. 

(2) 81.andaJ· Pelayanan Terpadu Kecamatan 
sebagaimana tercantum dalam I ..ampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
ini. 

BAB VI 
Pl!:MBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal7 

( 1) Pembina.an atas penyelenggaraan pelayanan 
dilakukan eecara berjenjang dan berkesinambungan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing
masing dalam rangka meningkatkan dan 
mempertahankan mutu pelayanan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11, 
meliputi pengembangan sistem, sumber daya 
manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan, yang 
dilaksanakan melalui koonlinasi antar instansi 
terkait serta evaluasi pelaksana pel.ayanru1. 

Pasal 8 

Pengawa.9an terh.adap proses pela1'sanaan 
penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh aparatur 
pengawas intern pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 



LAMPIRAN 

STANDAR LAYANAN TERPADU KECAMATAN 
DI KABUPATEN PRINGSEWU 

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR ~ 
TAHUN : a::>1a 

1, Jenis Pelayanan Penerbitan Izin Uaaha Mikro 

NO KOMPONEN URAIAN 
·-··· ..... ... -

1 DasarHukum l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tente.ng Pelayanan Pub:ik; 
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pf.!ri:-.inan Untuk Usaha Mikro d.an 

Kecil; 
3. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan Bupati Kepada Camat; 
4. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/478/KPTS/D.05/2015 tentang Pendelegasian 

Kewenangan Pelalu1c:1.1UU:U1 Izm Usaha Mikl-o Kecil dan Menenph Kepada Camat di 
Kabupaten Pringsewu. 

2 Persyaratan 1. Formulir permohonan izin skala mikro; 
2. Foto Copy KTP dan KK; 
3. Pas photo pen:ohon; 
4. Surat keterangan falia lingkungan; 
5. Bukt:: pcmilikan/penguasaan tanah untuk lokasi; 
6. Rekomenda.si dnri inatansi telmie untukjenis usaha yang membutuhkan rekomendasi; 
7. Bukti hmas PRR sekurang.kuranganya 2 ldua) tahun. 

' 3 · Sistem, mekanisme dan 1. Pemoho:1 mengambil dan mernasukan berkas permohonan di loket pendaftaran; 
j prosedur 2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan; 



... ··-
3. Kepala Seksi Bina Pe1ayanan memeriksa can mevalidasi berkas; 
4, Operator komputer mengetik dan memberi nomor surat; 
5. Penandatanganan surat oleh Camat atau Sekretaris Kecamatar.; 
6. Penggandaan surat oleh staf; 
7. Penyerahar. surat ke pemohon. ) 

. - . -
' 4 Jangka waktu penyelesaian Paling lama 3 (tiga) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap. 

5 Biaya / tarif Gratis 

6 Produk pela.yanan Dokumen izin usaha mikro •. 
7 Penanganan pengaduan, l. Penanganan, saran dan masukan ditangani oleh Kepala Seksi Trantlb atau pegawai lain 

saran dan masukan di Lingkungan lumt.or Camat yang ditunjuk; 
2. Se.ran dan aduan diaampaikan melalui lokct infonnasi dan pengaduan melalui kotak 

saran yang telah dis:apkan; 
3. SarAn d,m aduan segera ditanga.--ri dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan. 

2. Jeni!! Pl:lay1U1an Rekoruendui Permohonan ::Zin Mcndirikan Bangunan (1MB) 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 DasarHukum 1. U ndang-U ndang Nomor 25 Tab un 2009 ten tang Pclayanan Publik; 
2. Pe.aturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan 

Kecil; 
3. PeTatnmn BupBtj Pringsewu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Seba,EOan 

Kewenangan Bupati Kepada Camat; 
4. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : Bj478/KPTS/D.05/2015 tentang Pendelegasian 

Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha MikrO Kecil dan Menengah Kepada Camat cli 
Kabupaten Pring~ewu. I 

' ! 
---' .. ···- . -



-···, _,. . , 

2 Persyaratan pelayanan 1. Formulir permohonan 1MB; 
2. Foto Copy KTP; 
3. Bukti pemilikan / penguasaan tanah; 
4. Gamba.r situasi bangunan (denah lokasi tampak depan dan tampak samping). 

i 3 Si::1lem, mekanisme dan 1. Pcmohon mcngambil dan mcmaaukan berkas permohonan di loket pcndaftaran; 
prosedur 2. Pctugas mcnerima dan menelit.i kclcngkapan bcrke.a permohonan; 

' 3. Kcpala Seksi Bina Pelayanan memeriksa dan mevalidasi berkas; 
; 4. Operator komputer mensetik dan memberi nomor surat; i 

; s. Penandatangsnan surat oleh Camat atau Sekretar:is Kecamatan; 

'6. Penggandaan surat oleh staf; 
;7 Penyerahan surat lee pemohon. 

4 Jangka waktu penyelesaian j 1 (satu) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap 
I 

5 Biaya / tanf , Gmtis 
l 

6 Prociuk pe'.ayanan ' Dokumen Rekomendasi 1MB 
--···· .... 

7 PP.nangiinim pengaduan, 1. Penanganan, saran dan masukan ditangani oleh Kepala Seksi Trantib atau pegawai lain 
saran dan masu:-can di Lingkungan Kantor Camat ya.'lg ditunjuk; 

2. Saran dan aduan c!isampaikan melalui loket infonnasi dan pengaduan melalui kotak 
) 

saran yang telah disiapkan; 
I J. saran dan aduan segera. ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan. 



3. Jenis Pelayanan Rekomendasi Permohonan Izin Keramaian 
--··- ... - ... . ·-· .... -·· 

NO I KOMPONEN URAIAN 

l 'oasarHukum 1. Undang-Undang Nomur 25 T1:thun 2009 lentang Pelaya.nan Publik; 
2. Peraturan ITe:siden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizin.:ln untuk Us.aha Mikro dan 

Kecil; 
3. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan Bupati Kepa.da Camat; 
4. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/478/KPTS/D.05/2015 tentang Pendelegasian 

Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha W.lkro Kecil den Menengah T<ep1:tda Camat di 
Kabupaten Pringscwu. I 

2 Persyaratan pelayanan 1. Funnulir penuohonan izin keramaian; 
2. Foto Copy KTP. 

3 Sistern, mekanisme dan 1. Pernohon mengrunbi: don mernaflukan berkas permohonan di loke: pendaftaran; 
prn!*-dur 2. Petugas menerima dan m.eneliti kelenglcapan hP.rkAs permohonan; 

, 3. Kepala Seksi Bina Pelayanan memerik1!18. dan mevalidasi berkas; 
'4. Operator komputer mengetik dan memberi nomor surat; 

5. Penandatanganan surat oleh camat ata.u Sekretaris Kecamatan; 
I 6. Penggandaan surat oleh staf; 
! 
' 7. Penyerahan surat ke pemohon. i 

4 Jangka waktu penyelesaian 1 lsatu) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap 

5 Biaya / tarif Gratis 
--·-·--· . ---··· 

6 Prociuk pelayanan Dokumen Rekomendasi lzin Keramaian 

7 Penanganan pengaduan, 1. Penanganan, saran dan masukan ditangani oleh KepE.la Seksi Trantib atau pegawai lab 
saran dan masukan di Lingkungan Kantor Cair.at yang ditunjuk; 

2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket lnformasi dan pengaduan mt:lltlui kot.ak 
saran yang t.elah dieiapkan; 

3. Soran dan aduan eegera ditar.gani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan. 



4. Jenis Pelayanan Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian 
.. - ···---

NO KOMPONEN URAIAN 

I DasarHukum l. Undang-Undang Nomor 25 T1:1hun 2009 lentang Pelayanan Publik; 
2. Peraturan PrelSiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perfaino.n untuk Ueaha Mikro dan 

Kecil; 
3. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 10 Tahun 2012 t.entang Pelimpahan Sebagian . 

Kewenangan Bupati Kepada Camat; 
4. Keputusan Bupat Pringsewu Nomor : B/478/KPTS/D.05/2015 tentang Pendelegasian 

! 
: Kewenangan Felaksanaan Izin Usaha Mlkro Kecil dan Menengah Kepad1t Cainat di 

Kabupatcn Pringscwu. 

2 Persyaratan pelayanan L ~ngantlll· dad pekon/kelurahan; 
2. Foto Copy KTP. 

3 Si.5tern, mekanismo dan 1. Pemohon menge.mbil dan n:emasukan berkas permohonan di loket pendraftaran; 
pro!'lt'.dur 2. Petuga.s rnenerima dan meneliti kelenglcapan h@rkAs: pf!rmohonan; 

3. Kepala Seksi Bina Pelayanan memeriksa dan mevalidasi berkas; 
4. Operator komputer mengetik dan memberi nomor surat; 
5. Penandatanganan surat oleh Carna.t atau Sekretaris Kecamatan; 
6. Penggandaan surat oleh st.af; 
7. Penyerahan surat ke pemohon. ' '· 

4 Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap 

5 Biaya / tari: Gratis 
-·--· ... ·--··--

6 Produk pelayanan Surat Rekomendasi SKCK 

7 Penanganan pengaduan, 1. Penanganan, saran dan masukan ditangani oleh Kepala Seksi Tran tib a tau pegawai lain 
saran dan masukan di Lingkungan Kantor Camat yang ditunjuk; 

2. Saran dan aduan disampaikan melalul loket informasi dan pengaduan melalu1 kolak 
saran yang telah disiapkan; 

3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan. 



5. Jenis Pelayanan : Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu 

NO KOMPONJCN 

L Dasar Hukum 

2 Persyaratan pelayanan 

3 Si~tem, mekanieme dan 
pm~ilur 

4 Jangka waktu penyelesaian 

--········----~ 
URAIAN 

l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tt:ntaq~ l'l:lay~an Pu blik; 
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tcntang Perizinan Unt-.1k Usaha Milu-o dan 

Kecil; 

1 3. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor JO Tahun 2012 t.entang Pelimpahan Sebagien 
, Kewenangan Bupati Kepada Camat; 
j 4. Keput.1san Bupati Pringsewu Nomor : B/478/KPTS/D.05/2015 tentang Pendelegasian 
I Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kepada Camat di 

Kabupaten Pringsewu. 

1. Pl:ngl:lnw dari pekon/kcluiahan; 
2. Foto Copy KTP / KK. 

1. Pcmohon mengambil dan memaeukan berkas permohonan di loket pendaftaran; 
2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas pem,ohonan; 
3. Kepala Seksi Bina Pelayana., memeriksa dan mevalidasi. berkas; 
4. Operator komputer mengetik dan memberi nomor surat; 
5. Penandatanganan surat oleh Camat atau Sekretaris Kecamatan; 
6. Pengganc.aan surat oleh staf; 
7. Penyerahan surat ke pemohon. 
1 (satu) hari setelah persya:atan dinyatakan lengkap 

Gratis ··-··-------··---l------------------------------------
t--6_+-Pro--d-u_k~pe~la~y_a_n_an ____ --1_?.ok~~e~ Rekomendasi Surat Keter..~ .. Ti __ d_ak_M_a_m--=-p_u ____________ _ 

5 Biaya / tarif 

7 Penanganan pengaduan, 1. Penanganan, saran dan masukan ditangani oleh Kepala Seksi Trantib atau pegawai lain 
saran dan masukan di Lingkungan Kantor Camat yang ditunjuk; 

2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket informasi dan pengaduan melalui koi:ak 
saran yang telah disiapkan; 

3. Sarnn dnn adunn segero. ditangani dan ditindaklanjuti un tuk diselesaikan. 



6. Jenis Pelayanan : Rekomendasi Pengajuan Pindah Keluar Kabupaten 
.... 

NO KONPONEN URAIAN 

I DasarHukum 1. Undang-UndEmg Nomor 25 Tahun 2009 tent.ang Pelayanan Publik; 
2. Peraturan f'residen Nomor 98 Tahun 2014 tentang Peruinan untuk Usaha M:ikro dan 

Kecil· 
' 3. Peraturan Bupati Pringaewu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan Bupati Kepada Camat; 

' 
' 4. Keputusan Bupati Pringsewu Nor.tor: B/478/KPI'S/D.05/2015 tentang Pendelegasian 

Kewenangan Pelaksanaan lzir. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kepada Camat di 
Kabupatcn Pringsewu. 

2 Persyaratan pe1ayanan l. Pengantar dari pekon/kelurahan; 
2. Foto Copy KTP / KK. 

3 Sistem, mckanusme dan 1. Pemohon mengwnbil dan memasukan berkas permohonan di loket pP.ndBflAran; 
prosedu..- 2. Petugas menerirna dan menP.lit:i kelengkapan berkas permohonan; 

i 3. Kepala Seksi Bina Pelaya.,an memeriksa da.., mevalidasi berkas; 
4. Operator komputer mengetik dan memberi nomor surat; 
5. Penandatanganan surat oleh Camat atau Selaetaris Kecarnatan; 
6. Penggandaan surat oleh staf; 
7. Penyerahan surat ke pemohon. 

4 Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari setelah persyaratan dinyataka..-i lengkap 

5 Biaya/ ~-f Gratis 

6 Produk pelayanan Surat Rekomendarsi Pindah Keluar Kabupaten 
. ' 

l 7 Penanganan pengaduan, l. Penanganan, saran dan masukan ditangani oleh Kepala Seksi Trantib atau pegawai lain 
saran dan masukan di Lingkungan Kantor Carnal yang ditunjuk; 

2. Saran dan aduan disampalkan melalui loket infunuasi dan pengaduan melalui kotak 

. saran yang tclah disiapkan; 

i 3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk di11elesaikan. 



7. Jenis Pelayanan Rekomendasi Nikah 
-

NO KOMPONEN TJRAIAN 

' DasarHukum ! 1. Unclang-Unrlang Nnmnr 25 Ta'hun 2009 tentang Pelayanan Pt.:blik; -
i 1 

2. Peraturan Presiden J.Xomor 98 Tshun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan I 
l Kecil; 
t 3. Peratl!ran Bupati Prlngsewu Nomor IO Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian • 
' ' Kewenangan Bupati Kepada Camat; j 
; 4. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/478 KPTS/D.05/2015 tentang Pendelegasian 
1 Kewenangar. Pelaksanaan lzin Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kepada Camat di j 

Kabupaten Pringsewu. 
2 Persyaratan pelayanm 1. Pengantar dari pekon/kelurahan; 

2. Bltu1ko NI; 
3. Akta Kelahiran; 
4. Foto Copy KK; 

' 
I 5. Foto Copy KTP; 

I j 6. Foto berwama 4 x e, ~ 2 Jembar. 
3 Slster.1, mekanisme dan l 1. Pemohon mengambil dan memasukan berkas permohonan di loket pendwtanu1; 

prosedur ! 2. Petugas menerima. dan meneliti kelengkapan berkas pennohonan; 
i 3. Kepala Seksi Bina Pelayanan memeri':csa dan mevalidasi berkas; 
! 4. Operator komputer mengetik dan memberi nomor surat; 
: 5. Penandatanganan surat oleh Camat atau Sekretaris Kecamatan; 
: 6. ~r1~1:1.I1daan su1·aL oleh staf; 
; 7. Penyerahan sumt ke oemohon. 

4 Janllka waktu ".li'!MVP.IP.RAian 1 I AA tu I 'hari setelah ..,..rsvaratan dinvatakan le~.., __ -
5 Biava / tarif Gratis -·· ·--· ·- . --··- .. -- ·-·-·-· ··-· 
6 Prociuk oelavanan Surat Rekomendasi Nikah 
7 Penanganan pengaduan, 1. Penanganan, saran dan masukan ditangani oleh Kepala ~eksi Trantib atau pegawai lain 

51:lrd.n d.:m masukan di Lingku11gan Ka11tor Cainat yang ditunjuk; 
2. Saran dan aduan disanipaikan r:1elalui lolcet infonnasi dan pengaduan melalui kotak 

saran yar.g telah d1siapkan; 
,.___ __ - 3. Saran dan aduan se~9:_ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan. .... --~---



8. Jenis Pelayanan Rekomendasi Keterangan Domisili 

NO KOMPONEN URAIAN 

! I DasarHukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
·, 2. Peraturan Presiden Nomor 98 Ta.-iun 201'1 tentang Perizinnn untuk Usaha Mikro can • 
: Kecil; 

3. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelimpahen Sebagian 
; Kewenangan Bupati Kepada Camat; ' 
' 4. Keputusan Bupati t'ringsewu Nomor : H/4'/8/KYl'S/U.0:i/201::i tentang Pendelegasian i 
' Kewenangan Pe)aki.,anaan lzin Uaaha Mikn:i Kecil dan Menengah Kepada Camat di 
! Kabupaten Pringsewu. ; 

I 2 Pe::-syaratan pelayanan Pengantar dari pekon/kelurahan 

3 Siat.em, mekanisme dan 1. Pemohon meng11J11bil da.n memasuka., berkas permohonan di loket pendaftaran; 
prosedur 2. Pet.uv!II menetimsi dan mP.mo:1it.i kelengkapan berkas permohona.n; 

3. Kepala Seksi Bina Pelayanan memeriksa dan mevalidasi berkas; 
4. Operator komputer mengetik dan memberi nomor surat; 
5. Penandatanganan surat oleh Camat ata.u Sekreta.ris Kecamatan; 
6. Penggandaan surat oleh star; 
7. Penyeraha.n surat :<e pemohon. 

4 Jangka waktu penyele8Siar: 1 (satu} hari setelah per:iyaratan dinyatakan lengkap 

5 Biaya / 1arif Ora.tis 

6 Produk pelayanan Rekomendasi Surat Ketera:ogan Dumi~ili 

7 Penanganan pengaduan, 1. Per.anganan, saran dan masukan ditangani o'.eh Kepala Seksi Trantib atau pegawai lain 
saran dan masukan di Lingkungan Kantor Camat yang ditunjuk; 

2. ~ATan dsin 11dusi11 diRampsiikan melalui loket informasi dan penga.duan melalui kotak 
saran yang t.elah disiapkan; 

3. Saran dan aduan segera dit.angani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan. ; .. ,-.-.-.... , ...... 



9. Jenis Pelayanan Rekomendasi Alih Fungsi Laban Pertanian 
-·.·-·--··· . ···-

NO ·KOMPONEN URAIAN 

l DasarHukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
2.Pero.turan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Peruinan untuk Usaha Mikro dan 

Kecil; 
3.Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 10 Tahun 2012 ter.tang Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan Bupati Kepada Camat; 
4. Keputu~an Buptdi Prir1g~wu Nomor : B/478/KPTS/O.05/2015 tentang Pendelcgasian 

Kewenangan Pelaksanaan lzin Usaha Mikro Kecil dan Menengah ~pad.a Camat di 
l Kabupat.en Pringsewu. t 

; 2 Persyaratan pelayanan 1. Fonnulir Pennohonan; : 
2. Bukti pemilikan tanah; 

! 

' 
i 

i 
3. Pengantar dari pekon/kelurahan; 

l 4. Foto Copy KTP; 
! 5. Bukti Pelunasan PBB 2 (tahun} teraldfr·. 
i 3 Sistem, mekanisme dan 1. Pemohon mengernhil clan memasukan berkas pennohonan di loket pendaftaran; 
i prosedur 2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan; 

3. Kepala Seksi Bina Pelayanan memeriksa dan mevalidasi berkas; 
4. Operator komputer mengetik dan memberi nomor surat; 
5. PenandE1tllllg8,Dt1n suro.t oleh Camat atau Sekretaris Kecamatan; 
6. Penggandaan surat oleh staf; 
7. Penverahan surat ke nemohon. 

4 Jangka waktu penyelesaian 1 (satul hari setelah persyaratan dinyatakan lengkao 
5 Biaya / tarif Gratis 
6 Produk pelayanan Dokumen Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Pertanian 
7 Penanganan pengaduan, 1. Penanganan, saran <ian masukan d:tangani oleh Kepala Seksi Trantib atau pegawai lain 

aaran dan ma,sukan di Llngkungnn Ko..~tor Crunnt y1;1.ng ditu:ijuk; 
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket informasi dan pengacuan melalui kotak 

saran yang telah disiapkan; 
3. Saran dan aduan segera di:animni dan ditinda.klaniuti untuk diselesaikan. 



10. Jenis Pelayanan Penerbitan Surat Pindah Antar Kecainatan 

NO KOMPONEN URAJAN 

1 DasarHukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 ten tang Perizinan untuk U saha Mikro dan 

Kecil; 
3. Peraturan Bupati Pring:scwu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pclimpahan Sebagian 

Kewenangan Bupati Kepada Camat; 

I 4. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : 8/478/KPTS/D.05/2015 tentang Pendelegasiar. 
Kewenangan Pelaksanaan lzin Usaha M:kro Kecil dan Menengah Kepada Camat di 
Kabupaten Pringsewu. 

-·· .. 

2 Pereyaratan pelayanan 1. Surat Penganw Dari Pekon/Kelurahan; 
2. KTP dan KK Asli; 
3. Foto Berwama 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar. 

3 I Sistem, mekanisme dan ' 1. Pemohon mengambil dan memasuk;m berkas permohonan di loket pendaftaran; 
, prosedur 2. Petugas mencrima dan meneliti kelengkapan bcrkas pennohonan; 

3. Kepa.la Seksi Bina Pelayanan memeriksa dan mevalidasi berkas; 
4. O~rator komputer mengetik dan mP.mheti nomor surat; 
5. Penandatanganan surat oleh Camat atau Sekretaris Kecame.tan; 
6. Penggandaan surat oleh staf; 
7. Penyerahan sura.t ke pemohon. 

4 Ji:111gka waktu penyelesaian 1 (:satu) hari setelah pcrsyaratan dinyatakan lengkap 

5 Biaya / tarif Gratis 

I) Produk pelayanan Sund Pindah Antai· Kecan1ata11 .. -



BAB VII 
KETENTlJANPENUTIJP 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setia.p orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannyn do.Jani Beritn Dtternh Knbupo.ten 
Pringsewu. 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal 24 A;,ril 2:118 

Ditetapka.n di Pringsewu 
pad.a tanggal 23 l.:9ri l ~J W 

Rlf PATI PRTNO~F.WU, 

dto 

SUJADI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENPRINGSEWU, 

dto 

A. BU DIMAN PM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINQSEWU TAHUN 2018 NOMOR 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH Kabupaten Pringsewu: http://jdih,prings ewukab.go.id/ 



7 Penanganan pengaduan, 
saran dan masukan 

L.1 

1. Penanganan, saran dan masukan ditangani oleh Kepala Seksi Trantib atau pegawai lain 
di Lingkungan Kantor Camat yang ditunjuk; 

2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket infonnasi dan pengaduan melalui kotak 
saran yang telah disiapkan; 

j 3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti unluk diselel!aikan. 

BUPATI PRINGSE;WU, 

dto 

SUJADI 

JDIH Kabupaten Pringsewu: http://jdih,pringse,,ukab,go.id/ 
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